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MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan

meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu

minyak dan gas bumi perlu mengubah Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017

tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi

dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang

Kontrak Bagi Hasil Gross Split;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang

Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4152);

3  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5047);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang

Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak

dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6172);

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
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7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross

Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi

Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08

TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak

Bagi Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 116) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber

Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi

Hasil Gross Split (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1216) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan pokok

Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk

suatu Wilayah Kerja dengan mempertimbangkan

tingkat resiko, iklim investasi, dan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi negara.

(2) Penetapan bentuk dan ketentuan pokok Kontrak

Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menggunakan bentuk:

a. Kontrak Bagi Hasil Gross Split;

b. Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme

pengembalian biaya operasi; atau

c. kontrak kerja sama lainnya.

(3) Dalam hal Menteri menetapkan bentuk dan

ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat

persyaratan:

a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan

Pemerintah sampai pada titik penyerahan;

b. pengendalian manajemen operasi berada pada

SKK Migas; dan
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c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung

Kontraktor.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

Kontxak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a menggunakan mekanisme

bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan

berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 25 huruf b dihapus, huruf d diubah,

dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga

Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

a. Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani

sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal

berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

b. Dihapus.

c. Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah

ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini

ditetapkan, dapat mengusulkan perubahan bentuk

Kontrak Kerja Samanya menjadi Kontrak Bagi Hasil

Gross Split.
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d. Dalam hal Kontraktor mengusulkan perubahan

bentuk Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud

dalam huruf c, biaya operasi yang telah dikeluarkan

dan belum dikembalikan dapat diperhitungkan

menjadi tambahan split bagian Kontraktor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

e. Terhadap penunjukan PT Pertamina (Persero) atau

afiliasinya sebagai pengelola Wilayah Kerja bam

yang Kontrak Kerja Samanya belum ditandatangani,

Menteri menetapkan bentuk Kontrak Kerja

Samanya.

5. Ketentuan Pasal 25A dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Juli 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 780

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMBs^^AfsI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

f^pala Biro Hukum,

o:
Ui'


